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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

Setelah penulis mengadkan penelitian baik melalui pendekatan yuridis normatif 

maupun yuridis empiris guna memperoleh data yang cukup untuk 

mengungkapkan dan menjawab permasalahan, maka berikut ini penulis mencoba 

menyimpulkan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan di 

atas yaitu: 

 

1. Bagaimanakah Praktik Penyelenggaraan administrasi pengadilan tindak 

pidana korupsi pada tingkat banding. 

 

Penyebab belum optimalnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di 

Indonesia melalui lembaga pengadilan, adalah karena tidak berjalannya 

fungsi pengawasan dan pembinaan dalam lingkungan pengadilan Tinggi 

Tanjung Karang, sehingga praktik penyelenggaraan administerasi 

pengadilan,  serta praktik persidangan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 

masih berjalan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang nyata-nyata 

tidak sejalan dengan tuntutan reformasi. Hal ini membuktikan, komunitas 

pengadilan; baik komunitas yang menggerakkan administerasi pengadilan, 

maupun para hakim pada Pengadilan tinggi tanjung Karang, disatu sisi 
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masih ingin mempertahankan cara-cara lama dalam menggerakkan 

administerasi pengadilan (status quo). 

 

2. Apakah pengaruh praktik penyelenggaraan administrasi pengadilan terhadap 

putusan hakim dalam penangannan perkara tindak pidana korupsi pada 

tingkat banding. 

 

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak mencerminkan 

implementasi dari tujuan pemidanaan, hal ini terjadi dikarnakan proses 

administrasi pengadilan yang tidak berjalan sesuai dengan rancang 

bangunnya dimana berdampak pada putusan hakim. Dalam lembaga 

pengadilan terdiri dari subsistem yang saling berkaitan, dimana apabila 

muncul suatu penyimpangan dalam sistem administrasi pengadilan maka 

dengan sendirinya akan berdampak terhadap kinerja hakim dalam 

menangani perkara korupsi. Dengan kata lain berhasil tidaknya upaya 

pemberantasan korupsi pada tahap ini adalah bergantung pada kerja sama 

antar kelompok-kelompok dalam komunitas pengadilan itu sendiri, yaitu 

kelompok komunitas yang menggerakkan mesin administrasi pengadilan 

dengan kelompok komunitas para hakim itu sendiri. 
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B. Saran 

 

Studi ini telah berhasil mendiskripsikan praktik penanganan perkara tindak pidana 

korupsi di pengadilan Tinggi Tanjung Karang, maka untuk memperbaiki praktik 

pengadilan agar sejalan dengan tuntutan reformasi, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

 

1. Hendaknya pengawasan Mahkamah Agung terhadap para pejabat di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang lebih ditingkatkan, sehingga 

bagi para pejabat yang berkerja tidak sejalan dengan tuntutan reformasi 

dalam upaya peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi harus diberi 

sanksi administerasi, diantaranya dipindah tugaskan ke daerah lain yang 

dapat dirasakan sebagai sebuah sanksi administrative. 

 

2. Hendaknya keberadaan para Hakim Ad Hoc lebih diperkuat di antaranya 

dengan memenuhi hak-haknya sebagaimana telah dituangkan dalam 

perundang-undangan. Apabila pemenuhan hak-haknya tidak jelas maka 

keberadaan Hakim Ad hoc Tipikor semakin mudah ditekan oleh ketua 

pengadilan serta mesin administerasi pengadilan. Keadaan ini akan 

membuat Hakim Ad Hoc Tipikor semakin tidak mampu menjalankan 

perannya bagi peningkatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di 

wilayah hukum kerjanya. 


